BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 55
TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022,
telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 55
Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun
Anggaran 2022;

b. bahwa dikarenakan adanya kondisi tertentu yang
menyebabkan perubahan APBD berupa pergeseran antar
organisasi, pergeseran antar unit organisasi, pergeseran
antar program, pergeseran antar kegiatan, pergeseran
antar sub kegiatan, pergeseran antar kelompok,
pergeseran antar jenis, pergeseran antar objek dalam
jenis yang sama, pergeseran antar rincian objek dalam
objek yang sama, pergeseran antar sub rincian objek
dalam rincian objek yang sama, pergeseran atas uraian
dari sub rincian objek, anggaran kas, maka Peraturan
Bupati Nomor 55 Tahun 2021 perlu diadakan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Musi Rawas Tahun Anggaran 2022.

R —— A ————— A ——

PAR FI{QO:&.DIN)}SI PARAF KOORDINASI §

KABAG BUKUM

A ~vn‘!"#’g“~ o
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1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
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Undang-Undang Nomor 6 tahun 2021 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6735);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
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13.

14.

15.

16.

17,

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6244);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
dalam rangka mendukung kebijakan Keuangan Negara
untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease
(COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang
membahayakan perekonomian nasional dan/atau
stabilitas system keuangan serta penyelamatan ekonomi
nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6514), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
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Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan
Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung kebijakan
keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19
dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan
perekonomian Nasional dan/atau stabilitas sistem
keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6542);

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Presiden 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 260);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 11);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.02/2013
tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan
Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan
Penerima Penghasilan Dari Pemerintah, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
158/PMK.07/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.02/2013 tentang
Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggung
jawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima
Penghasilan Dari Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1419);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2018
tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan
Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan
Penerima Bantuan Iuran, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
160/PMK.07/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2018 tentang Tata
Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban
Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1421);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1777);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019
tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi
Umum, dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Keuangan Nomor
233/PMK.07/2020 tentang perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang
Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan
Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1681);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021
tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2022 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2021
tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 991);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.07/2021
tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas
Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran
2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 992);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021
tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1032);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2021
tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2022 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1042);
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35.

36.

37.

38.

39.

40.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07/2021
tentang Pengelolaan Dana Insentif (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1282);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.02/2021
tentang Dana Operasional Badan Penyelenggaraan
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1516);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.02/2021
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1517);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6
Tahun 2021 tentang Petunjuk Pengelolaan Dana
Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 147);
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42.

43.

44,

45.

46.

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional
Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1442);
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan
Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun
Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 170);

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun
2010 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-
2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun
2021 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 11
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022
(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021
Nomor 11);

Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 55 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Tahun
2021 Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 55 TAHUN
2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN

1 ANGGARAN 2022.
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Pasal I

Beberapa ketentuan serta Lampiran dalam Peraturan Bupati

Musi Rawas Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi
Rawas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Musi
Rawas Tahun 2021 Nomor 55) diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi

| PARAF KOO
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sebagai berikut:

Pasal 3
Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021
direncanakan sebesar Rp. 1.737.575.373.763,00 (Satu
trilyun tujuh ratus tiga puluh tujuh milyar lima ratus tujuh
puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus
enam puluh tiga rupiah) yang bersumber dari:
a. Pendapatan Asli Daerah;
b. Pendapatan Transfer. dan

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 6
Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar
Rp.1.499.889.964.309,00 (Satu trilyun empat ratus sembilan
puluh sembilan milyar delapan ratus delapan puluh sembilan
juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus
sembilan rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat Rp. 1.430.584.903.000,00
b. Pendapatan Transfer

Antar Daerah Rp. 69.305.061.309,00

Jumlah Pendapatan

Transfer Rp. 1.499.889.964.309,00
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3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 7
(1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar
Rp.1.430.584.903.000,00 (Satu trilyun empat ratus tiga
puluh milyar lima ratus delapan puluh empat juta

sembilan ratus tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Dana Perimbangan Rp. 1.216.701.907.000,00
a. Dana Transfer Umum

- Dana Bagi Hasil

Rp. 315.114.813.000,00
(DBH)
- Dana Alokasi Umum Rp. 587.338.179.000,00
b. Dana Transfer Khusus
- Dana Tranfer Khusus
Rp. 133.831.775.000,00
Fisik
- Dana Alokasi
Rp. 180.417.140.000,00
Khusus Non Fisik
Dana Insentif Daerah Rp. 36.541.683.000,00
Dana Desa Rp. 177.341.313.000,00
Jumlah Pendapatan
Transfer Pemerintah Rp. 1.430.584.903.000,00
Pusat

(2) Pendapatan  Transfer Pemerintah  Antar Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b

direncanakan sebesar Rp.69.305.061.309,00 (Enam

puluh sembilan milyar tiga ratus lima juta enam puluh

‘ satu ribu tiga ratus sembilan rupiah) bersumber dari

pendapatan bagi hasil dari provinsi.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi
sebagai berikut:

‘ N
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Pasal 8

Anggaran pendapatan Lain-lain pendapatan daerah yang
sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c
direncanakan sebesar Rp.647.374.000,00 (Enam ratus
empat puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu
rupiah) yang terdiri atas:

a. Pendapatan hibah direncanakan sebesar
Rp.647.374.000,00 (Enam ratus empat puluh tujuh juta
tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

b. Dana darurat direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol) ; dan

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan sebesar Rp.0,00 (nol).

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi

sebagai berikut:
Pasal 9

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022
direncanakan sebesar Rp1.737.575.373.763,00 (Satu trilyun
tujuh ratus tiga puluh tujuh milyar lima ratus tujuh puluh lima
Jjuta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh
tiga rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja operasi;
b. Belanja modal;
c. Belanja tidak terduga; dan

d. Belanja transfer.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi

sebagai berikut:
Pasal 10

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar
Rp.1.133.626.270.913,00 (Satu trilyun seratus tiga puluh
tiga milyar enam ratus dua puluh enam juta dua ratus tujuh
puluh ribu sembilan ratus tiga belas rupiah), yang terdiri

3. . atas:
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a. Belanja Pegawai Rp. 646.343.056.730,00
b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 472.167.433.139,00
c. Belanja Hibah Rp. 15.115.781.044,00

7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi

sebagai berikut:
Pasal 11

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar
Rp.270.603.219.444,00 (Dua ratus tujuh puluh milyar enam
ratus tiga juta dua ratus sembilan belas ribu empat ratus

empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah Rp. 7.545.000.000,00
b. Belanja Modal Peralatan

dan Mesin Rp. 68.707.970.646,00
c. Belanja Modal Gedung

dan Bangunan Rp. 48.160.251.772,00
d. Belanja Modal Jalan,

Jaringan, dan Irigasi Rp. 137.834.297.026,00
e. Belanja Modal Aset

Tetap Lainnya Rp. 296.000.000,00
f. Belanja Modal Aset

Yatenya Rp. 8.059.700.000,00

Ketentuan dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V
diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran [ sampai dengan Lampiran V Peraturan Bupati

ini.

.
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Pasal 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi

Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 23 Mar&t 2022
BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal &3 Marex 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS

dto

EDI ISWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2022 NOMOR 2
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